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	Nomor  SOP  
	050/100 /I/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM
NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pengelolaan Surat Masuk

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. PermenPANRB No.35 Thn 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan

2. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

3. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	1. SMA/D3/S1

2. Menguasai operasional komputer
3. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

4. Berkopetensi bidang tata persuratan


	Keterkaitan dengan SOP lain
	Peralatan/ Perlengkapan

	1. SOP Surat Keluar;
2. SOP Pengarsipan Dokumen
	1. Alat tulis kantor

2. Komputer, laptop

3. Lembar disposisi

4. Stofmap

5. Buku Surat Masuk 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	Kelalaian atau keterlambatan didalam pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada surat tersebut


	1. Buku Surat Masuk

2. Rekapitulasi jumlah surat masuk

3. Laporan berkala


b. SOP Pembuatan Dokumen TPP
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pembuatan Dokumen TPP

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


c. SOP Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja SKPD
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja SKPD

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


d. Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis SKPD
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis SKPD

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


e. SOP Menyusun kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun KUA dan PPAS

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


f. SOP Menyusun Surat Permintaan Daftar Peluang Investasi dan Kerjasama Investasi Daerah
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Surat Permintaan Daftar Peluang Investasi dan Kerjasama Investasi Daerah

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


g. SOP Menyusun Daftar Peluang Investasi dan Kerjasama Investasi Daerah
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Daftar Peluang Investasi dan Kerjasama Investasi Daerah

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


h. Menyusun Surat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Surat Rapat Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


i. SOP Menyusun Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Laporan Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


j. SOP Membuat Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Membuat Laporan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


k. SOP Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Yang Didanai CSR
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Yang Didanai CSR

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


l. Melaksanakan Rapat Forum Corporate Social Resfonsibility (CSR)
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Melaksanakan Rapat Forum CSR

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD  

BUMN, BUMD dan Perusahaan swasta se Tanjab Barat                                      
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


m. SOP Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Rapat Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


n. SOP Pembuatan Kerangka Acuan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pembuatan Kerangka Acuan Penyusunan RTRW Kabupaten/RDTR

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


o. SOP Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang Fispra
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Monitoring Perencanaan Pembangunan Bidang Fispra

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


p. SOP Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Penyusunan Laporan Koordinasi Bidang Fisik dan Prasarana

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


Q. SOP Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Lingkup Pengairan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Lingkup Pengairan, SDA dan LH

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


r. SOP Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Lingkup Perhubungan dan Telekomunikasi
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Mengumpulkan Usulan Program/Kegiatan Lingkup Perhubungan dan Telekomunikasi

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


s. SOP Menyusun Laporan Tri Wulan TP/ Dekon (Format C)
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Laporan Tri Wulan TP/ Dekon (Format C)

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


t. SOP Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Tanjung Jabung Barat
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Bupati Tanjung Jabung Barat

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


u. SOP Menyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


v. SOP Menyusun Buku Buku Statistik Kab. Tanjab Barat
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Buku Buku Statistik Kab. Tanjab Barat

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


w. Menyusun Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjab Barat
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab. Tanjab Barat

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


x. SOP Menyusun Buku Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK) Kab. Tanjab Barat
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Buku Indeks Kemahalan Harga Konstruksi (IKHK) Kab. Tanjab Barat

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


y. SOP Menyusun Buku Profil Daerah Kab. Tanjab Barat
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Menyusun Buku Profil Daerah Kab. Tanjab Barat

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


z. SOP Pelaksanaan Rapat Bidang Sosial Budaya
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pelaksanaan Rapat Bidang Sosial Budaya

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


aa. Pembuatan Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pembuatan Laporan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD  


	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


ab. SOP Penyusunan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Lingkup Sosial Budaya
	
	Nomor  SOP  
	061/I I /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Penyusunan Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Lingkup Sosial Budaya

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.


ac. SOP Penyusunan Laporan Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)
	
	Nomor  SOP  
	061/I I  /07/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Penyusunan Laporan Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program AMPL

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No 25 Tahun 2009 tentang  Pelayanan  Publik

2. Permen PAN dan RB No. Per/07/M.PAN/2/2010 ttg Pedoman Penilaian Kinerja Unit  Pelayanan Publik.

3. Permen PAN dan RB No. 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

4. Kepmen PAN dan RB No. 63 tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik
	Sarjana  ( S-1)

Sarjana Muda  (D3)



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	Seluruh SKPD                                        
	Buku Agenda 

Lembar Disposisi

Expedisi

Komputer

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	1. Pemilihan Calon Unit Kerja yang diusulkan, sebelumnya telah di lakukan pembinaan dan penilaian di Tingkat Kabupaten.  

2. Agar tidak  terjadi  keterlambatan  pelayanan  Surat Pemberitahuan  tentang Penilaian 

3. Standar Operasional Prosedur yang disusun diberlakukan pada   kondisi semua pejabat  terkait  ada di tempat dan semua persyaratan kelengkapan permohonan Surat Pemberitahuan Penelitian (SPP) terpenuhi.

4. Evaluasi sebelum penunjukan.
	1. Surat pemberitahuan.

2. Nota Dinas 

3. Berkas persyaratan permohonan Surat Pemberitahuan Penilaian.



CONTOH :
	
	Nomor  SOP  
	050/100 /I/SOP-SETBAN/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Pengelolaan Surat Masuk

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No. ... Tahun ... tentang ...
2. PP No. ... Tahun ... tentang ...

3. Permendagri No. ... Tahun ... tentang ...

4. Perda No. ... Tahun ... tentang ...

5. Perbub No. ... Tahun ... tentang ...
	5. Pendidikan D3/S1

6. Memahami Tata Naskah Dinas

7. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

8. Memiliki kemampaun tentang tata persuratan



	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 
SOP Penyiapan Ruang Rapat 
SOP Pemesanan Ruang Rapat 
SOP Arsip 

	6. Alat tulis kantor

7. Komputer, laptop

8. Lembar disposisi

9. Stofmap

10. Buku Surat Masuk 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	Kelalaian atau keterlambatan didalam pemprosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada surat tersebut


	1. Buku Surat Masuk

2. Rekapitulasi jumlah surat masuk

3. Laporan berkala


CONTOH :
	
	Nomor  SOP  
	050/100 /V/SOP-LITBANGDA/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

 NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	Persiapan Rapat Pelaksanaan Kegiatan

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No. ... Tahun ... tentang ...

2. PP No. ... Tahun ... tentang ...

3. Permendagri No. ... Tahun ... tentang ...

4. Perda No. ... Tahun ... tentang ...

5. Perbub No. ... Tahun ... tentang ...
	1. Pendidikan SMA/D3/S1/S2
2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

4. Memiliki kemampaun tentang tata persuratan

	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	SOP Pengusulan dan Pengembangan Pegawai 
SOP Notulensi Rapat 
SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 
SOP Pencarian Data dan Informasi 
SOP Penyiapan Ruang Rapat 
SOP Penyiapan Konsumsi 
SOP Pembuatan Undangan Rapat 
SOP Pemesanan Ruang Rapat 
SOP Pemesanan Konsumsi Rapat 
SOP Penandatangan Kontrak 
SOP Arsip 
dll

	1. Alat tulis kantor

2. Komputer, laptop

3. Lembar disposisi

4. Stofmap

5. Buku Surat Masuk

6. dll 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	Kelalaian atau keterlambatan didalam pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada surat tersebut


	1. 

2. 

3. 


CONTOH :
	
	Nomor  SOP  
	050/100 /II/SOP-EKO/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No. ... Tahun ... tentang ...

2. PP No. ... Tahun ... tentang ...

3. Permendagri No. ... Tahun ... tentang ...

4. Perda No. ... Tahun ... tentang ...

5. Perbub No. ... Tahun ... tentang ...
	5. Pendidikan SMA/D3/S1/S2
6. Memahami Tata Naskah Dinas

7. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

8. Memiliki kemampaun tentang tata persuratan

	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	SOP Pengusulan dan Pengembangan Pegawai 
SOP Notulensi Rapat 
SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 
SOP Pencarian Data dan Informasi 
SOP Penyiapan Ruang Rapat 
SOP Penyiapan Konsumsi 
SOP Pembuatan Undangan Rapat 
SOP Pemesanan Ruang Rapat 
SOP Pemesanan Konsumsi Rapat 
SOP Penandatangan Kontrak 
SOP Arsip 
dll

	7. Alat tulis kantor

8. Komputer, laptop

9. Lembar disposisi

10. Stofmap

11. Buku Surat Masuk
12. dll 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	
	


CONTOH :
	
	Nomor  SOP  
	050/100 /IV/SOP-SARPRAS/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	1. UU No. ... Tahun ... tentang ...

2. PP No. ... Tahun ... tentang ...

3. Permendagri No. ... Tahun ... tentang ...

4. Perda No. ... Tahun ... tentang ...

5. Perbub No. ... Tahun ... tentang ...
	1. Pendidikan SMA/D3/S1/S2
2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

4. Memiliki kemampaun tentang tata persuratan

	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	SOP Pengusulan dan Pengembangan Pegawai 
SOP Notulensi Rapat 
SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 
SOP Pencarian Data dan Informasi 
SOP Penyiapan Ruang Rapat 
SOP Penyiapan Konsumsi 
SOP Pembuatan Undangan Rapat 
SOP Pemesanan Ruang Rapat 
SOP Pemesanan Konsumsi Rapat 
SOP Penandatangan Kontrak 
SOP Arsip 
dll

	1. Alat tulis kantor

2. Komputer, laptop

3. Lembar disposisi

4. Stofmap

5. Buku Surat Masuk

6. dll 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	Kelalaian atau keterlambatan didalam pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada surat tersebut
	1. Buku Surat Masuk

2. Rekapitulasi jumlah surat masuk

3. Laporan berkala


CONTOH :
	
	Nomor  SOP  
	050/100 /III/SOP-SOSPEM/BAPPEDA /2018

	
	Tgl Pembuatan 
	

	
	Tgl Revisi
	

	
	Tgl Pengesahan
	

	
	Disahkan Oleh
	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 
Ir. H. FIRDAUS KHATAB, MM

NIP. 19660905 199303 1 003

	
	Nama SOP
	

	Dasar Hukum
	Kualifikasi Pelaksana

	6. UU No. ... Tahun ... tentang ...

7. PP No. ... Tahun ... tentang ...

8. Permendagri No. ... Tahun ... tentang ...

9. Perda No. ... Tahun ... tentang ...

10. Perbub No. ... Tahun ... tentang ...
	1. Pendidikan SMA/D3/S1/S2
2. Memahami Tata Naskah Dinas

3. Mampu mengoperasikan program Microsoft office

4. Memiliki kemampaun tentang tata persuratan

	Keterkaitan
	Peralatan/ Perlengkapan

	SOP Pengusulan dan Pengembangan Pegawai 
SOP Notulensi Rapat 
SOP Pengeluaran Disposisi/Penugasan 
SOP Pencarian Data dan Informasi 
SOP Penyiapan Ruang Rapat 
SOP Penyiapan Konsumsi 
SOP Pembuatan Undangan Rapat 
SOP Pemesanan Ruang Rapat 
SOP Pemesanan Konsumsi Rapat 
SOP Penandatangan Kontrak 
SOP Arsip 
dll

	1. Alat tulis kantor

2. Komputer, laptop

3. Lembar disposisi

4. Stofmap

5. Buku Surat Masuk

6. dll 

	Peringatan
	Pencatatan dan pendataan

	Kelalaian atau keterlambatan didalam pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada surat tersebut
	1. Buku Surat Masuk

2. Rekapitulasi jumlah surat masuk

3. Laporan berkala
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